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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421j;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;



20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

21.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menetapkan

dan

BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis
yang dipimpin oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang Dberkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-
2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
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9. Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja SKPD adalah Rencana Pembangunan
Tahunan SKPD yang merupakan Dokumen Perencana SKPD
untuk periode 1 (satu) Tahun.

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Rencana 5 (lima)
Tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis
lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan,
tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja SKPD.

11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran struktur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan pembangunan 5 (Lima) tahun terhitung
tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaannya
setiap tahun dituangkan ke dalam RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
(1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai dasar yuridis
dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan
terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional,
Provinsi dan Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

a. BABI . Pendahuluan;

b. BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABII : Gambaran Keuangan Daerah;

d. BABIV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah:



BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
dan

BAB IX : Penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

[si beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan

fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sepanjang pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

kurun waktu tertentu sesuai kondisi dan perubahan
lingkungan strategis daerah.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Bupati bersama DPRD menyempurnakan RPJMD.

BAB VII
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
rumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana
diatur dalam perundang-undangan.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran
daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Merugikan kebijakan nasional, yaitu apabila bertentangan
dengan kebijakan nasional.



(5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebelum periode
RPJMD berakhir sebagaimana diatur dalam perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

(1) Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan
dan/atau penyelesaian permasalahan pembangunan DPRD
dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok
pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi
masyarakat.

(2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan
rancangan awal RKPD.

(3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPJMD.

(4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat perubahan perubahan Organisasi
Perangkat Daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026,
penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang baru dibentuk,
berpedoman pada:

a. tujuan dan saran RPJMD dalam perumusan Tujuan dan
sasaran Renstra Perangkat Daerah; dan

b. program Perangkat Daerah induk pada RPJMD dalam
perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat
daerah.

(2) Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah melakukan perubahan RPJMD.

Pasal 10

Dalam hal dokumen RPJMD 2021-2026 berakhir, maka
penyusunan RKPD tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJPD, arah kebijakan dan isu strategis
Rencana Kerja Pemerintah serta mengacu pada RPJMD Provinsi
dan RPJMN wuntuk keselarasan program dan kegiatan
pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkandi Bengkalis
pada tanggal 25 AGUSTUS 2021

BUPATI BENGKALIS,
ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 26 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSTI RIAU
(9.39.A/2021)

NIP. 19820706 201001 1 009





